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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Perundang-undangan pidana umum yakni KUHP beserta semua perundang-
undangan yang merubah dan menambah KUHP tersebut dan Khusus yakni
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002, Undang-Undang No 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008, yang mengatur akan penanggulangan kejahatan cyber pornography
sudah mencukupi dalam menanggulangi kejahatan tersebut walaupun
mengingat bahwa Kkarakteristik akan dunia internet terhadap kejahatan
cybercrime terutamanya cyber pornography yang begitu beragam, akan tetapi
yang patut menjadi perhatian adalah terlalu banyaknya peraturan pidana yang
mengatur mengenai kejahatan cyber pornography. Hal ini tentu saja
menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan hukum dan tentu saja tumpang
tindih dalam penegakan peraturan pidana tersebut.

Penyelesaian kejahatan cyber pornography menurut aturan hukum di
Indonesia dapat menggunakan KUHP dan perundang-undangan pidana
khusus yang terkait. Meskipun demikian, mengingat bahwa sudah ada
undang-undang pidana khusus yang mengatur mengenai kejahatan cyber
crime dalam hal ini cyber pornography yakni Undang-Undang Nomor 11
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(1), maka penyelesaian kejahatan cyber pornography menyangkut pada hal
distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya muatan yang
mengandung pornografi  seharusnyalah menggunakan undang-undang
tersebut. Hal ini tentu saja terkait dengan asas lex specialis derogat legi

generalis.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan diatas dalam

penulisan hukum ini sebagai berikut :

1.

Segera melakukan revisi terhadap KUHP terkait akan kejahatan cyber
pornography dan juga revisi terhadap KUHAP terkait penggunaan alat bukti
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga dapat dihindari
tumpang tindih peraturan penanggulangan akan kejahatan cyber pornography
dan tercapailah suatu sistem hukum yang harmonis dalam kodifikasi
perundang-undangan pidana umum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana hendaknyalah
dilakukan penelitian yang komprehensif terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan dan juga
ketidakjelasan ataupun kekaburan dalam isi materiil perundang-undangan
pidana tersebut dalam hal ini kaitannya terhadap kejahatan cyber
pornography.

Langkah-langkah dalam menanggulangi kejahatan akan cyber pornography
sudah tentu tidak dapat hanya dengan menggunakan sarana penal, melainkan

juga sarana non penal. Dalam penanggulangan dengan sarana penal ada
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baiknya dilakukan peningkatan sumber daya manusia badan penegak hukum
dalam mengatasi kejahatan dengan teknologi canggih. Peningkatan tersebut
dapat berupa pembelajaran ataupun edukasi secara keseluruhan terhadap
penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mengenai
kejahatan dengan teknologi canggih yakni cybercrime terkait akan cyber
pornography. Sehingga dalam menangani kasus-kasus yang terkait akan
cyber pornography secara khusus dan cyber crime secara umum, penegak
hukum tidak mengalami kendala yang dapat menghambat penegakan hukum
dalam kasus-kasus tersebut. Dengan kata lain sumber daya manusia penegak
hukum memadai jika dihadapkan pada kasus cyber pornography. Sedangkan
sarana non penal yang dimaksud bisa berupa pendidikan atau edukasi.
Pendidikan atau edukasi yang dimaksud bisa dilakukan oleh keluarga,
masyarakat ataupun pemerintah. Selain itu, sarana non penal lainnya dapat
juga berupa tech prevention. Yang dimaksud dengan tech prevention ini dapat
berupa software yang bisa melakukan penyaringan terhadap konten-konten
yang memiliki _muatan pornografi. Tentu saja usaha non penal ini dapat
meliputi bidang yang sangat luas sekali. Selain itu yang terpenting dan yang
harus diperhatikan adalah bahwa sarana non penal ini mempunyai pengaruh

dalam mencegah kejahatan yang akan terjadi.
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